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1.  DEFINISI DAN ISTILAH
Akta Pemisahan : Suatu akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam 

Bahasa Indonesia, yang konsepnya harus disetujui dengan 
keputusan RUPSLB dari masing-masing BTN dan BSN.

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (EY), 
sebelumnya bernama Kantor Akuntan Publik Purwantono, 
Sungkoro & Surja (EY).

BAE : PT Datindo Entrycom yang merupakan Biro Administrasi Efek 
BTN.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.
BTN : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di 

Jakarta Pusat, yang bertindak sebagai pihak yang melakukan 
Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban 
terkait UUS kepada BSN.

BUK : Bank Umum Konvensional, yaitu Bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BUMN : Badan Usaha Milik Negara.
BUS : Bank Umum Syariah, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BSN : PT Bank Syariah Nasional, berkedudukan di Jakarta Selatan, 
yang bertindak sebagai pihak yang menerima Pemisahan 
dengan cara menerima pengalihan hak dan kewajiban terkait 
UUS dari BTN, yaitu sebagai BUS pasca Pemisahan.

BVIS : PT Bank Victoria Syariah, merupakan nama sebelumnya dari 
BSN.

KBMI : Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti, berdasarkan POJK 
No. 16/2022. 

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Menkum : Menteri Hukum Republik Indonesia (d/h Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Menkumham).
OJK : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen 

yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 
22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berikut 
perubahannya dalam UUP2SK.

Pemisahan : Perbuatan hukum BTN untuk memisahkan UUS  yang 
mengakibatkan hak dan kewajiban (aktiva dan pasiva) BTN 
sehubungan dengan UUS beralih karena hukum kepada 
BSN, yang merupakan pemisahan tidak murni sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) UUPT.

Peraturan No. 1-E : Peraturan No. 1-E Tahun 2022 tentang Kewajiban 
Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi  
PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI09-2022. 

Sinergi Perbankan : Kerja sama sinergi antara BTN dan BSN yang diadakan 
dalam rangka efisiensi dan optimalisasi sumber daya dalam 
menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan 
operasional.

POJK No. 12/2020 : Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020  tanggal 16 Maret 2020 
tentang Konsolidasi Bank Umum.

POJK No. 12/2021 : Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 
tentang Bank Umum.

POJK No. 12/2023 : Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang 
Unit Usaha Syariah berikut perubahannya dalam Peraturan 
OJK No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang 
Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah.

POJK No. 16/2022 : Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022  tanggal 30 Agustus 2022 
tentang Bank Umum Syariah berikut perubahannya dalam 
Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024.

POJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 29/2023 : Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 
tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh 
Perusahaan Terbuka.

POJK No. 31/2015 : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 
2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau Fakta Material 
oleh Emiten atau Perusahaan Publik berikut perubahannya 
dalam Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan 
Publik. 

POJK No. 37/2019 : Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 
2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank berikut 
perubahannya dalam Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 
tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit 
bagi Bank Umum Konvensional. 

POJK No. 41/2019 : Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal 23 Desember 
2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 
Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

POJK No. 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

PP No. 29/1999 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 
tanggal 7 Mei 1999  tentang Pembelian Saham Bank Umum. 

Rancangan Pemisahan : Rancangan Pemisahan ini yang telah disusun secara bersama-
sama oleh Direksi masing-masing BTN sebagai pihak yang 
mengalihkan hak dan kewajiban dengan BSN sebagai pihak 
yang menerima pengalihan hak dan kewajiban sehubungan 
dengan pemisahan UUS dan telah mendapat persetujuan 
Dewan Komisaris dari masing-masing perusahaan, beserta 
dengan perubahannya.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Tanggal Efektif Pemisahan : Tanggal dimana Menkum memberikan persetujuan dan/atau 

laporan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran 
dasar BSN sebagai BUS yang menerima pemisahan hak dan 
kewajiban dari BTN, dan juga merupakan perkiraan Tanggal 
Operasi BSN. 

Tanggal Operasi BSN : Tanggal dimana seluruh izin usaha dan persetujuan dari OJK, 
Bank Indonesia dan regulator lain perihal kegiatan operasional 
dari BSN telah diperoleh sehubungan dengan Pemisahan.  

UU Ketenagakerjaan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 
tentang Ketenagakerjaan berikut perubahannya dalam 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UUP2SK : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UU PDP : Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 
tentang Pelindungan Data Pribadi.

UUPS : Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 
tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah 
sebagian berdasarkan UUP2SK.

UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah 
sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang.

UUS : Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari BTN yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini dibuat dengan mengacu pada UUPT dan POJK 12/2023. 
Ringkasan Rancangan Pemisahan ini disusun dan disampaikan kepada OJK, publik serta pegawai 
BTN dan BSN dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Oleh karenanya, sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, ringkasan Rancangan Pemisahan diumumkan melalui surat kabar 
nasional dan situs web BTN dan BSN  termasuk di dalamnya pemberitahuan mengenai waktu yang 
diberikan kepada semua pihak, khususnya bagi kreditur BTN dan BSN untuk mengajukan keberatan 
(apabila ada).

2.  PENDAHULUAN 
Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 UUPS juncto Pasal 59 POJK 12/2023 mengatur bahwa BUK yang 
memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total nilai aset BUK induknya dan/
atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS, dengan tenggat 
waktu penyampaian permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 tahun setelah batas waktu 
penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai 
transparansi dan publikasi laporan BUS dan UUS. 
Sesuai dengan laporan keuangan triwulan Q4 2023, UUS BTN telah memiliki total nilai aset sejumlah 
Rp 54,3 triliun dan oleh karenanya UUS BTN memenuhi kewajiban untuk dipisahkan sebagaimana 
ketentuan di atas.
Selain untuk memenuhi ketentuan UUPS dan POJK 12/2023, Pemisahan UUS juga 
mempertimbangkan perkembangan positif pada ekonomi syariah di masa mendatang serta 
pelaksanaannya juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan tetap memenuhi prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). 
Pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban UUS BTN kepada BSN merupakan 
langkah strategis dalam memperkuat peran BTN dalam ekosistem perbankan nasional. Langkah 
ini membawa sejumlah dampak positif yang signifikan, baik bagi BTN, nasabah, industri perbankan 
syariah, maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.

3.  KETERANGAN MENGENAI BUK YANG AKAN 
MELAKUKAN PEMISAHAN

3.1	 Nama dan Tempat Kedudukan
Nama
BTN didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad 
van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank 
Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan 
Undang-Undang Postspaarbank juncto Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank 
Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara juncto Undang-Undang  
No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum 
Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Tabungan Negara 
disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi 
Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan 
Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. 
Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan 
(Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan 
Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan 
serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada 
Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.
Pendirian BTN sebagai Perusahaan Persero dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara 
(Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di 
dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di 
bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal  
11 September 1992, Tambahan No.6A (“Akta Pendirian BTN”).
Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian BTN telah mengalami beberapa 
kali perubahan, dimana perubahan terakhir Anggaran Dasar BTN adalah berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 47 tanggal 26 Maret 
2025, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah 
mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menkum RI No. AHU-AH.01.03-0111636 
tanggal 24 April 2025 (“Akta PKR No. 47/2025”). 
Kedudukan
BTN berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat pada Menara BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia.

3.2	 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor
Berdasarkan Akta PKR No. 47/2025, BTN memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan 
kegiatan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
BTN untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat 
atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai BTN dengan menerapkan prinsip-prinsip 
Perseroan Terbatas. 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BTN dapat melakukan kegiatan usaha 
utama sebagai berikut: 
a.	 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; 
b.	 Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 
c.	 Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran; 
d.	 Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 
dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 

e.	 Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan BTN 
dan/atau nasabah; 

f.	 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 
g.	 Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 
h.	 Melakukan kegiatan pengalihan piutang; 
i.	 Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga; 
j.	 Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau 

perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh OJK; 

k.	 Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga jasa keuangan untuk 
mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan 
syarat harus menarik kembali penyertaannya; 

l.	 Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;

m.	 Melakukan kegiatan jasa keuangan, investment banking dan commercial banking lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n.	 Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o.	 Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain 
lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan

p.	 Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, BTN dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama BTN sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada tanggal 31 Agustus 2025, jumlah jaringan kantor konvensional dan syariah yang dimiliki 
BTN adalah sejumlah 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat UUS, 117 Kantor Cabang (KC), 616 
Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional dan 87 Mobil Kas Keliling / BTN Move. 
Dari jumlah tersebut, kantor syariah yang dimiliki BTN namun beroperasi untuk UUS adalah 
sejumlah 1 Kantor Pusat UUS, 35 Kantor Cabang Syariah (KCS), 76 Kantor Cabang Pembantu 
Syariah (KCPS), 589 Kantor Layanan Syariah (KLS) dan 7 Mobil Kas Keliling / BTN Move.

3.3	 Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Struktur permodalan BTN dan pemegang saham terakhir sebagaimana dinyatakan dalam 
Daftar Pemegang Saham BTN dengan kepemilikan efek mencapai 5% atau lebih per tanggal 
31 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE BTN adalah sebagai 
berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp. 500,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal

Kepemilikan 
(%)

Modal Dasar
Saham Seri A Dwiwarna 1 500
Saham Seri B 20.478.431.999 10.239.215.999.500
Total Modal Dasar 20.478.432.000 10.239.216.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Saham Seri A Dwiwarna
Negara Republik Indonesia 1 500 0,00

Saham Seri B
- PT Danantara Asset Management 

(Persero)
8.420.666.647 4.210.333.323.500 60,00

- Masyarakat (<5%)*) 5.594.460.930 2.797.230.465.000 39,86
- Dewan Komisaris & Direksi BTN 

sebanyak sebagai berikut:**)
Nixon L.P. Napitupulu  5.399.000  2.699.500.000 0,04
Oni Febriarto Rahardjo  1.149.100  574.550.000 0,01
Hirwandi Gafar  2.759.714  1.379.857.000 0,02
Nofry Rony Poetra  3.527.422  1.763.711.000 0,03
Tan Jacky Chen  724.135  362.067.500 0,01
Setiyo Wibowo  2.889.100  1.444.550.000 0,02
Eko Waluyo  2.868.364  1.434.182.000 0,02

Keterangan
Nilai Nominal Rp. 500,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal

Kepemilikan 
(%)

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh

Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0,00
Saham Seri B 14.034.444.412 7.017.222.206.000 100,00

Total Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh

14.034.444.413 7.017.222.206.500 100,00

Jumlah Modal dalam Portepel
Sisa Saham dalam Portepel

Saham Seri A Dwiwarna - -
Saham Seri B 6.443.987.587 3.221.993.793.500

Total Sisa Saham dalam Portepel 6.443.987.587 3.221.993.793.500
*) 	 Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh BTN dalam struktur permodalan BTN 

tersebut di atas.
**) 	 BTN telah menyampaikan laporan kepada OJK mengenai jumlah kepemilikan saham di BTN saat ini oleh 

masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas.
Informasi di atas merupakan susunan pemegang saham BTN per tanggal 31 Agustus 2025 
termasuk informasi kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris BTN. Atas saham 
yang dikeluarkan BTN serta telah ditempatkan dan disetor penuh, sebanyak 1% (satu persen) 
dari atau 105.900.000 (seratus lima juta sembilan ratus ribu) saham Seri B atas nama  
PT Danantara Asset Management (Persero) tidak dicatatkan di BEI dalam rangka pemenuhan 
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 dan Pasal 39 POJK No. 41/2019.

3.4	 Susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan 
Pengawas Syariah
Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTN  
No. 7 tanggal 5 Agustus 2025, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta 
Selatan, yang telah menerima laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan 
Surat No. AHU-AH.01.09-0322441 tanggal 8 Agustus 2025 (“Akta PKR No. 7/2025”), dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182372.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 
8 Agustus 2025, susunan anggota Direksi BTN yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai 
berikut:
Direktur Utama	 Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	
Wakil Direktur Utama	 Oni Febriarto Rahardjo	
Direktur Operations 	 I Nyoman Sugiri Yasa 
Direktur Treasury & International Banking	 Venda Yuniarti 
Direktur Consumer Banking	 Hirwandi Gafar 
Direktur Network & Retail Funding	 Rully Setiawan
Direktur Corporate Banking	 Helmy Afrisa Nugroho*
Direktur Commercial Banking	 Hermita	
Direktur Finance & Strategy	 Nofry Rony Poetra
Direktur Information Technology	 Tan Jacky Chen
Direktur Risk Management	 Setiyo Wibowo
Direktur Human Capital & Compliance	 Eko Waluyo
Dewan Komisaris
Berdasarkan Akta PKR No. 7/2025, susunan anggota Dewan Komisaris BTN yang sedang 
menjabat saat ini adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama	 Suryo Utomo 
Wakil Komisaris Utama	 Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen	 Ida Nuryanti*
Komisaris Independen	 Pietra Machreza Paloh 
Komisaris Independen	 Panangian Simanungkalit
Komisaris	 Fahri Hamzah*	
*) 	 Efektif setelah memperoleh persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK
Dewan Pengawas Syariah
BTN telah memiliki dan membentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 
17 Anggaran Dasar BTN, di mana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan 
Komisaris BTN No. 24 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah menerima laporan penerimaan pemberitahuan dari 
Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0199881 tanggal 22 Desember 2023, susunan 
keanggotaan Dewan Pengawas Syariah BTN pada saat ini adalah sebagai berikut:
Ketua			   Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA.
AnggotaH. 		  Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA.
Anggota			   H. Muhammad Faiz, Lc, MA.

3.5	 Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan BUK dan UUS Selama  
3 (tiga) Tahun Buku Terakhir
Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip 
dari Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 untuk periode yang 
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, 
Susanti & Surja dengan Opini Wajar, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim 
dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik 
Purwanto, Susanti & Surja dengan Opini Wajar, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin 
Kossim dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681 dan laporan keuangan per tanggal 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh oleh Kantor 
Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja dengan Opini Wajar, yang ditandatangani oleh 
Muhammad Kurniawan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240. Iktisar data keuangan 
tersebut diuraikan di bawah ini:
Laporan Posisi Keuangan BTN (dalam jutaan Rupiah)

No. Pos-pos 31 Desember 
2024

31 Desember 
2023

31 Desember 
2022

  ASET      
1. Kas  2.105.620  2.127.489  1.661.533 
2. Penempatan pada Bank Indonesia  27.400.963  48.706.822  37.992.835 
3. Penempatan pada Bank Lain  5.951.807  2.203.459  1.872.318 
4. Tagihan spot dan derivatif/forward  102.843  32.176  103.939 
5. Surat berharga yang dimiliki  57.339.639  41.199.802  53.688.141 

6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli 
kembali (repo)  3.499.300  -  - 

7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan 
janji dijual kembali (reverse repo)  175.625  -  1.434.190 

8. Tagihan akseptasi  941.898  544.567  420.562 
9. Kredit yang diberikan  314.080.105  296.583.860  266.657.565 

10. Pembiayaan syariah  43.892.827  37.114.281  31.624.139 
11. Penyertaan modal  -  -  - 
12. Aset keuangan lainnya  11.712.851  12.110.180  10.756.035 
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset 

keuangan -/-
a.	 Surat berharga yang dimiliki  (787)  (22.903)  (2.399)
b.	 Kredit yang diberikan dan pembiayaan 

syariah  (13.057.187)  (15.591.964)  (15.674.923)
c.	 Lainnya  (4.558)  (25.680) (1.883)

14. Aset tidak berwujud  137.531  -  - 
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  (15.523)  -  - 

15. Aset tetap dan inventaris  14.059.957  12.953.746  10.599.848 
Akumulasi amortisasi aset tetap dan inventaris 
-/-  (4.883.826)  (4.835.934)  (4.246.045)

16. Aset non produktif
a.	 Properti terbengkalai  1.410  1.410  1.410 
b.	 Agunan yang diambil alih  77.591  77.591  77.591 
c.	 Rekening tunda  -  -  - 
d.	 Aset antarkantor  -  -  - 

17. Aset lainnya  6.096.416  5.570.834  5.183.456 
  TOTAL ASET  469.614.502  438.749.736  402.148.312 
  LIABILITAS DAN EKUITAS      

LIABILITAS
1. Giro  160.847.953  143.534.817  114.006.513 
2. Tabungan  45.509.861  44.471.995  42.195.160 
3. Deposito  175.309.187  161.926.504  165.735.643 
4. Uang elektronik  -  -  - 
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia  -  -  - 
6. Liabilitas kepada Bank Lain  104.745  1.300.316  179.182 
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward  -  -  - 
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan 

janji dibeli kembali (repo)  3.409.426  -  - 
9. Liabilitas akseptasi  941.898  544.567  420.562 

10. Surat berharga yang diterbitkan  5.444.524  6.834.647  8.652.260 
11. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima  39.813.189  42.874.926  33.979.224 
12. Setoran Jaminan  9.604  9.690  9.872 
13. Liabilitas antarkantor  -  -  - 
14. Liabilitas lainnya  5.652.226  6.773.122  11.060.542 
15. Kepentingan minoritas (minority interest)  -  -  - 

  TOTAL LIABILITAS  437.042.613  408.270.584  376.238.958 
  EKUITAS      

16. Modal disetor
a.	 Modal dasar  10.239.216  10.239.216  10.239.216 
b.	 Modal yang belum disetor -/-  (3.221.994)  (3.221.994)  (4.944.216)
c.	 Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -  -  - 

17. Tambahan modal disetor
a.	 Agio  4.418.900  4.418.900  2.054.454 
b.	 Disagio  -  -  - 
c.	 Dana setoran modal  -  -  2.756.575 
d.	 Lainnya  -  -  - 

18. Penghasilan Komprehensif lain
a.	 Keuntungan  3.565.773  3.565.773  3.508.565 
b.	 Kerugian -/-  (1.576.079)  (1.361.686)  (1.652.210)

19. Cadangan
a.	 Cadangan umum  4.621.242  4.621.242  4.621.242 
b.	 Cadangan tujuan  840.476  840.476  840.476 

20. Transaksi dengan kepentingan non-pengendali
21. Laba/rugi

a.	 Tahun-tahun lalu  11.377.225  8.485.252  5.440.179 
b.	 Tahun berjalan  3.007.328  3.500.988  3.045.073 
c.	 Dividen yang dibayarkan -/-  (700.198)  (609.015)  - 

  TOTAL EKUITAS  32.571.889  30.479.152  25.909.354 
  TOTAL LIABILITAS & EKUITAS  469.614.502  438.749.736  402.148.312 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk (dalam jutaan Rupiah)

No. Pos-pos 31 Desember 
2024

31 Desember 
2023

31 Desember 
2022

  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL      
A. Pendapatan dan Beban Bunga      
1. Pendapatan Bunga  29.550.197  28.271.226  25.888.043 
2. Beban Bunga  17.848.463  14.647.645  10.740.281

Pendapatan (Beban) Bunga Bersih  11.701.734  13.623.581  15.147.762 
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain 

Bunga      
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan 

(penurunan) nilai wajar aset keuangan  (10.269)  (3.978)  (9.887)
2. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan 

(penurunan) nilai wajar liabilitas keuangan  -  -  - 
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset 

keuangan  981.949 548.061  (500.323)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan 

derivatif/forward (realised)  4.256  89.824  21.621 
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan 

equity method  -  -  - 
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi 

valuta asing  26.348  (69.999)  119.610 

No. Pos-pos 31 Desember 
2024

31 Desember 
2023

31 Desember 
2022

7. Pendapatan dividen  -  -  - 
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi  1.476.612  1.427.702  1.242.951 
9. Pendapatan lainnya  2.055.404  1.824.297  826.742 

10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan 
(impairment)  1.981.300  3.764.258  4.018.453

11. Kerugian terkait risiko operasional  367  -  - 
12. Beban tenaga kerja  4.445.575  3.982.503  3.398.808
13. Beban promosi  551.571  537.253  469.580
14. Beban lainnya  5.406.160  4.685.744  5.027.222

  Pendapatan (Beban) Operasional Selain 
Bunga Bersih  (7.850.673)  (9.153.851)  (11.213.349)

  LABA (RUGI) OPERASIONAL  3.851.061  4.469.730  3.934.413 
  PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL      

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap 
dan inventaris  3.989  -  - 

2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya  (82.209)  (89.520)  (58.723)
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  (78.220)  (89.520)  (58.723)
  LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 

SEBELUM PAJAK  3.772.841  4.380.210  3.875.690 
Pajak Penghasilan

a. Taksiran pajak periode berjalan -/-  -  (1.018.692)  (1.019.298)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  (765.513)  139.470  188.681 

  LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN  3.007.328  3.500.988  3.045.073 
  LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS  -  -  - 
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  -  -  - 

1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke 
Laba Rugi
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi 

aset tetap  -  57.208  200.574 
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari 

pengukuran kembali atas program pensiun 
manfaat  168.301  (186.027)  59.872 

c. Lainnya  (31.977)  35.345  (11.376)
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari 
penyesuaian akibat penjabaran laporan 
keuangan dalam mata uang asing  -  -  - 

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai 
wajar aset keuangan instrumen hutang 
yang akan diukur pada nilai wajar melalui 
penghasilan komprehensif lain  (421.538)  517.528  (1.576.967)

c.Lainnya  70.821  (76.322)  266.580 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK  (214.393)  347.732  (1.061.317)

  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN  2.792.935  3.848.720  1.983.756 
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada:
- Pemilik  3.007.328  3.500.988  3.045.073 
- Kepentingan Non Pengendali  -  -  - 
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN 
BERJALAN  3.007.328  3.500.988  3.045.073 
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang 
dapat diatribusikan kepada:
- Pemilik  2.792.935  3.848.720  1.983.756 
- Kepentingan Non Pengendali  -  -  - 
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN  2.792.935  3.848.720  1.983.756 
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT  -  -  - 
DIVIDEN  -  -  - 
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan 
rupiah)  214  249  288 

Laporan Posisi Keuangan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
(dalam jutaan Rupiah)

No. Pos-pos 31 Desember 
2024

31 Desember 
2023

31 Desember 
2022

  ASET      
1. Kas  117.279  109.085  112.768 
2. Penempatan pada Bank Indonesia  4.530.152  6.440.216  5.459.362 
3. Penempatan pada Bank Lain  201  200  1.198 
4. Surat berharga yang dimiliki  10.436.953  10.795.395  8.927.958 
5. Pembiayaan Berbasis Piutang  37.852.489  32.488.789  26.776.404 
6. Pembiayaan Bagi Hasil  6.030.813  4.624.042  4.847.735 
7. Pembiayaan Sewa  9.525  1.450  - 
8. Aset Produktif Lainnya  -  -  - 
9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset 

Produktif -/-  (1.329.256)  (1.400.430)  (1.572.011)
10. Aset Tetap dan Inventaris  40.574  23.259  19.482 
11. Aset Non Produktif  -  -  - 
12. Aset Lainnya  2.872.227  1.206.703  762.679 

  TOTAL ASET  60.560.957  54.288.709  45.335.575 
  LIABILITAS DAN EKUITAS      

LIABILITAS
1. Dana Simpanan Wadiah

a. Giro  18.882.766  13.439.465  8.623.601 
b. Tabungan  1.521.932  1.276.592  1.193.717 

2. Dana Investasi Non Profit Sharing
a. Giro  941.925  726.061  480.787 
b. Tabungan  6.287.780  5.473.242  4.819.113 
c. Deposito  21.987.804  20.887.524  19.523.557 

3. Liabilitas kepada Bank Indonesia  -  -  - 
4. Liabilitaskepada Bank Lain  31.244  23.235  40.028 
5. Surat berharga yang diterbitkan  377.269  265.846  - 
6. Liabilitas lainnya  5.193.194  4.017.837  3.365.774 
7. Dana Investasi Profit Sharing  -  -  - 
8. Dana Usaha  4.468.824  7.471.713  6.940.992 
9. Saldo Laba(Rugi)

a. Pendapatan (Kerugian) Komprehensif 
Lainnya  (8.978)  65  9.636 

b. Laba Tahun Lalu  4.794  4.794  4.794 
c. Laba Tahun Berjalan  872.403  702.335  333.576 

  TOTAL LIABILITAS  60.560.957  54.288.709  45.335.575 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Unit Usaha Syariah PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk (dalam jutaan Rupiah)

No. Pos-pos 31 Desember 
2024

31 Desember 
2023

31 Desember 
2022

  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL      
A. Pendapatan dan Beban Bunga      
1. Pendapatan Penyaluran Dana

a. Pendapatan dari Piutang  2.945.778 2.582.739  1.937.143 
b. Pendapatan Dari Bagi Hasil  358.062  351.216  348.736 
c. Pendapatan Sewa  367  27  - 
d. Lainnya  764.137  627.303  389.418 

2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi
a. Non Profit Sharing  (1.781.559)  (1.372.916)  (815.803)
b. Profit Sharing  - 

3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil  2.286.785  2.188.369  1.859.494 
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain 

Penyaluran Dana      
1. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi 

valuta asing  -  -  - 
2. Pendapatan Bank Selaku Mudharib dalam 

Mudharabah  -  -  - 
3. Komisi/provisi/fee dan administrasi  104.487 91.807  77.730 
4. Pendapatan lainnya  -  -  - 
5. Beban bonus wadiah  (153.446)  (71.621)  (57.558)
6. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai 

aset keuangan (impairment)  (127.694)  (51.127)  (602.661)
7. Kerugian terkait risiko operasional  -  -  - 

8. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai 
aset lainnya (non keuangan)  (13.549)  (86.170)  (52.034)

9. Beban tenaga kerja  (391.814)  (553.974)  (342.330)
10. Beban lainnya  (832.487)  (814.858)  (549.025)

  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  (1.414.503)  (1.485.943)  (1.525.878)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  872.282  702.426  333.616 
  PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL      

1. Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap 
dan inventaris  -  -  - 

2. Pendapatan/beban non operasional lainnya  121  (91)  (40)
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  121  (91)  (40)

  LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 
SEBELUM PAJAK  872.403  702.335  333.576 
Pajak Penghasilan  -  - 

  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  872.403  702.335  333.576 
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN      

1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke 
Laba Rugi  -  -  - 

2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi  (9.043)  (9.571)  (49.913)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK  (9.043)  (9.571)  (49.913)

  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN  863.360  692.764  283.663 

4.  KETERANGAN MENGENAI RENCANA PEMISAHAN
4.1	 Jadwal Rencana dan Perkiraan Tanggal Efektif Pemisahan serta Jadwal Rencana dan 

Perkiraan  tanggal Pencabutan Izin Usaha UUS
Pemisahan dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

No. Kegiatan Perkiraan Penyelesaian
1. Persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BTN dan BSN 24 September 2025
2. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan dalam 1 surat 

kabar harian nasional berbahasa Indonesia, serta pemberitahuan 
secara tertulis kepada pegawai tentang Rancangan Pemisahan

25 September 2025

3. Penyampaian Rancangan Pemisahan ke OJK 25 September 2025
4. Penyampaian bukti iklan pengumuman ringkasan Rancangan 

Pemisahan kepada OJK dan BEI berdasarkan Peraturan No. 1-E, 
POJK No. 31/2015 dan POJK No. 37/2019

25 September 2025

5. Penyampaian mata acara RUPSLB BTN kepada OJK 3 Oktober 2025
6. Pengumuman RUPSLB BTN 9 Oktober 2025
7. Batas akhir pengajuan keberatan oleh kreditur 10 Oktober 2025
8. Pemanggilan RUPSLB BTN dalam sekurang-kurangnya situs web 

BTN, situs web KSEI dan situs web BEI
27 Oktober 2025

9. Pemanggilan RUPSLB BSN melalui surat kabar 3 November 2025
10. RUPSLB BTN dan BSN dengan agenda menyetujui antara lain:

a.	 RUPSLB BTN:
•	 Pemisahan yang akan dilakukan dengan cara 

mengalihkan hak dan kewajiban UUS BTN kepada BSN, 
termasuk persetujuan atas:
o	 Rancangan Pemisahan
o	 Konsep Akta Pemisahan

18 November 2025

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Kantor Pusat:
 Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Tel.: (021) 633-2666, 633-6789

E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id
RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN INI TELAH DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK 
SEBAGAI PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK DAN KEWAJIBAN DENGAN PT BANK SYARIAH NASIONAL SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN 

SEHUBUNGAN DENGAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN  DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING PERUSAHAAN.
Ringkasan Rancangan pemisahan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah 
dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 78 

Ayat (2) Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah dan Pasal 48 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Ringkasan Rancangan Pemisahan ini belum disetujui oleh para pemegang saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) dan PT Bank Syariah Nasional (“BSN”) dan penting untuk 

diperhatikan agar masing-masing dari para pemegang saham BTN dan BSN dapat mengambil suatu keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTN dan BSN yang direncanakan 
untuk diselenggarakan pada tanggal 18 November 2025 sehubungan dengan Pemisahan.

Pemisahan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan, kreditur, investor, pemberi fasilitas pembiayaan, pemegang saham dan pegawai dari masing-masing 
BTN dan BSN, kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam melakukan bisnis perbankan.

Pernyataan keberatan terhadap pemisahan dapat disampaikan kepada BTN dan BSN secara tertulis oleh kreditur dari masing-masing BTN atau BSN paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
tanggal pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan Ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 9 Oktober 2025. Sesuai ketentuan pasal 127 ayat (4) UUPT, apabila dalam jangka waktu 

tersebut kreditur BTN atau BSN tidak mengajukan keberatan, para kreditur BTN atau BSN dianggap telah menyetujui Pemisahan.

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini dipublikasikan pada tanggal 25 September 2025

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN  
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk 

DENGAN CARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN  
KEPADA 

PT BANK SYARIAH NASIONAL

No. Kegiatan Perkiraan Penyelesaian
•	 Perubahan atas Anggaran Dasar BTN sehubungan 

dengan Pemisahan UUS BTN, yang berlaku pada Tanggal 
Efektif Pemisahan

•	 Pembubaran Dewan Pengawas Syariah UUS BTN 
sekaligus persetujuan atas pengunduran diri anggota 
Dewan Pengawas Syariah UUS BTN pada saat Tanggal 
Efektif Pemisahan

b.	 RUPSLB BSN:
•	 Penerimaan pemisahan UUS BTN kepada BSN berikut 

seluruh hak dan kewajiban UUS BTN, termasuk 
persetujuan atas:
o	 Rancangan Pemisahan
o	 Konsep Akta Pemisahan

•	 Perubahan Anggaran Dasar BSN, termasuk diantaranya, 
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan 
modal disetor BSN, yang berlaku pada Tanggal Efektif 
Pemisahan 

•	 Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan 
(RKAP) BSN Tahun 2026

•	 Perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah 
BSN pada saat Tanggal Efektif Pemisahan Penetapan 
remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) 
tahun 2025 bagi anggota Direksi, anggota Dewan 
Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah BSN

11. Penandatanganan Akta Pemisahan 19 November 2025
12. Penyampaian laporan dan informasi kepada Bank Indonesia terkait 

Pemisahan yang diusulkan berdasarkan PBI No.23/2021 dan PBI 
No. 19/13/PBI/2017

19 November 2025

13. Penyampaian permohonan persetujuan pemisahan kepada OJK 
dan dengan menyampaikan dokumen Rancangan Pemisahan UUS 
dari BUK dan dokumen permohonan persetujuan Pemisahan UUS 
dari BUK sebagaimana tertuang dalam POJK 12/2023

19 November 2025

14. Perkiraan diterimanya persetujuan pemisahan dari OJK 9 Desember 2025
15. Perkiraan Tanggal Efektif Pemisahan / Tanggal Operasi BSN 15 Desember 2025
16. Pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat 

serta penyampaian laporan publikasi informasi atau fakta material 
atas terjadinya Tanggal Efektif Pemisahan berdasarkan POJK No. 
31/2015 dan POJK No. 37/2019

16 Desember 2025

17. Pelaporan transaksi afiliasi dan transaksi material ke OJK 16 Desember 2025
18. Pencabutan izin UUS ke OJK Paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja setelah hak dan 
kewajiban UUS dialihkan 

kepada BUS pasca 
Pemisahan

4.2	 Alasan serta Penjelasan Dilakukan Pemisahan
Aspek Eksternal
Pelaksanaan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN dilakukan berdasarkan ketentuan 
Pasal 68 UUPS yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 POJK No. 12/2023. Aturan tersebut 
mewajibkan bank untuk memisahkan UUS menjadi BUS apabila nilai aset UUS telah 
mencapai paling sedikit 50% dari total aset bank induknya dan/atau paling sedikit sebesar 
Rp50.000.000.000.000 (lima puluh triliun rupiah). Selain itu, Pemisahan UUS juga didorong 
oleh regulasi yang kian kondusif mendukung transformasi UUS menjadi BUS, seperti POJK 
No. 16/2022 yang mendorong sinergi antara BUS dan induknya untuk meningkatkan kualitas 
produk dan layanan, sehingga operasional bisnis pasca pemisahan menjadi lebih efektif dan 
efisien.
Di sisi pertumbuhan industri, segmen perbankan syariah di Indonesia menunjukkan angka 
pertumbuhan yang sangat signifikan dengan tren positif, dengan total aset bertumbuh sebesar 
13,74% per tahun, pembiayaan bertumbuh sebesar 13,78% dan dana pihak ketiga bertumbuh 
sebesar 12,18% (Compounded Annual Growth Rate (“CAGR”)  2020-2024). Hal ini melampaui 
pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 7,66%, 9,09% dan 7,04% masing-
masing untuk total aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga pada periode yang sama (sumber: 
Statistik Perbankan Indonesia Desember 2024 dari situs OJK). 
Adapun, pada Desember 2024, kontribusi pangsa pasar perbankan syariah tercatat sebesar 
7,72% dari total perbankan nasional sehingga masih terdapat potensi pengembangan 
untuk kedepannya. Berdasarkan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia dibanding 
dengan penetrasi aset syariahnya,  kesadaran konsumen yang kiat meningkat, dan juga 
berkembangnya usaha yang berlandaskan prinsip syariah menunjukkan bahwa potensi market 
di Indonesia masih sangat luas, sehingga BUS diharapkan mampu menjadi salah satu bank 
syariah yang kompetitif dan dapat menangkap potensi ini sehingga pada akhirnya dapat 
berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.
Selain itu, Pemisahan UUS menjadi BUS sejalan dengan implementasi Roadmap 
Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027 di mana OJK terus 
mendukung akselerasi industri perbankan syariah nasional melalui lima arah kebijakan 
yaitu melakukan konsolidasi bank syariah dan penguatan UUS  melalui proses spin-off dan 
juga sinergi dengan bank induk, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan 
Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk perbankan syariah, perluasan akses layanan 
perbankan syariah, dan peningkatan akses dan pendampingan perbankan syariah di sektor 
UMK unbankable melalui instrumen keuangan sosial syariah. 
Aspek Internal
UUS BTN mengalami peningkatan kinerja dengan tren yang meningkat, tercermin pada 
berbagai indikator pada periode 2020 sampai 2024. CAGR untuk aset yang dipublikasikan 
bank yaitu 16,36%, pembiayaan sebesar 15,04%, dan DPK sebesar 20,12%. Kontribusi UUS 
terhadap BTN juga terus meningkat, antara lain untuk aset dari 9,14% pada tahun 2020 menjadi 
12,90% pada tahun 2024. Demikian juga pada pembiayaan untuk porsi UUS semula 9,64% 
pada tahun 2020 menjadi 12,26% pada tahun 2024, dan DPK semula 8,54% pada tahun 2020 
menjadi 13% pada tahun 2024.
Pemisahan UUS ini selain untuk memenuhi amanat UUPS, juga merupakan harapan dari 
Pemegang Saham Pengendali. Pemisahan UUS dilakukan agar kebijakan yang terkait 
dengan pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan rantai pengambil keputusan yang lebih 
efisien dan cepat. Pemisahan UUS juga dilakukan agar strategi bisnis syariah menjadi lebih 
terfokus dengan tetap melakukan Sinergi Perbankan dengan BTN. BTN dinilai telah siap untuk 
melakukan Pemisahan UUS. Jaringan kantor UUS BTN yang cukup luas yang tersebar di Pulau 
Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat serta didukung oleh Layanan 
Syariah Bank di 589 jaringan kantor BTN, infrastruktur Informasi Teknologi yang sudah banyak 
terpisah dari BTN, jumlah Sumber Daya Manusia yang akomodatif, dan kinerja keuangan UUS 
yang meningkat dari tahun ke tahun dinilai sudah layak untuk dapat beroperasi sendiri sebagai 
sebuah BUS. 

4.3	 Transaksi Material dan Afiliasi
Rencana Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Pemisahan ini merupakan 
transaksi afiliasi dan transaksi material yang diatur dalam ketentuan POJK No. 42/2020 dan 
POJK No. 17/2020 dikarenakan: 
1.	 BTN merupakan pemegang saham pengendali BSN dengan persentase kepemilikan 

saham sebesar 99,9% dan oleh karenanya BSN memenuhi kriteria pihak terafiliasi, dan 
rencana Pemisahan termasuk dalam kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 1 juncto angka 3 POJK No. 42/2020; dan 

2.	 Berdasarkan laporan keuangan BTN untuk posisi sampai dengan 30 Juni 2025 dan 
telah diaudit oleh Akuntan Publik, laba bersih UUS sebagai segmen operasi yang akan 
dipisahkan adalah sebesar 23,51% dibanding dengan laba bersih BTN. Oleh karena itu, 
rencana Pemisahan memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf c POJK No. 17/2020. 

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 POJK No. 42/2020, dalam hal transaksi afiliasi memenuhi 
kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, perusahaan 
terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020. Oleh karena itu, 
berdasarkan Pasal 6 juncto Pasal 11 POJK No. 17/2020, BTN wajib menyampaikan 
keterbukaan informasi mengenai Pemisahan UUS kepada publik dan OJK paling lambat 
pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal terjadinya transaksi afiliasi dan transaksi material, 
namun BTN dikecualikan dari kewajiban untuk: (i) mendapatkan laporan kewajaran; dan (ii) 
mendapatkan persetujuan RUPS atau RUPS independen (sebagaimana berlaku). 
Pengecualian tersebut berlaku dikarenakan rencana Pemisahan UUS BTN memenuhi kriteria-
kriteria berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK No. 17/2020:
1.	 dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh 

perusahaan terbuka;
2.	 dilakukan antara perusahaan terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dan 

perusahaan terkendali lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan 
lembaga jasa keuangan syariah;

3.	 dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan

4.	 dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan terbuka yang dikendalikan secara 
langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

4.4	 Akibat Hukum Pemisahan
Pemisahan UUS oleh BTN dilakukan dengan cara memisahkan UUS yang mengakibatkan 
seluruh hak dan kewajiban BTN sehubungan dengan UUS beralih karena hukum kepada BSN 
berdasarkan Akta Pemisahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
Dengan demikian pada saat tanggal efektif pemisahan, seluruh hak dan kewajiban UUS BTN 
demi hukum beralih kepada BSN yang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance).
Pada tanggal efektifnya pemisahan, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
1.	 Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas UUS BTN beralih karena hukum kepada 

dan akan diusahakan oleh BSN atas keuntungan, kerugian, dan tanggungan BSN sebagai 
pihak yang menerima Pemisahan.

2.	 Semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh 
pihak yang berwenang kepada BTN/UUS dalam rangka operasi, usaha dan kegiatan serta 
aktivitas UUS BTN akan diajukan pencabutan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.	 Seluruh biaya yang wajar baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul sebagai 
akibat dari pengalihan operasi, usaha, aktivitas dan kegiatan serta izin, persetujuan, 
lisensi, fasilitas dan pendaftaran dari BTN/UUS ke BSN menjadi tanggung jawab BSN.

4.	 Seluruh jaringan kantor UUS BTN, termasuk kantor pusat UUS BTN, kantor cabang 
syariah, kantor cabang pembantu syariah, kantor fungsional, kantor kas, unit pelayanan 
kas UUS BTN, salah satunya mobil kas keliling, serta seluruh Layanan Syariah Bank UUS 
BTN, sejak Tanggal Efektif Pemisahan seluruhnya menjadi jaringan kantor BSN.

5.	 Seluruh perkara yang timbul sebelum Tanggal Efektif Pemisahan yang terkait dengan 
seluruh hak dan kewajiban UUS BTN, dilanjutkan oleh BSN serta biaya-biaya, ongkos-
ongkos dan segala kewajiban yang timbul dalam penanganan perkara setelah Tanggal 
Efektif Pemisahan menjadi beban BSN, kecuali apabila ditentukan lain oleh BTN dan BSN. 

6.	 Seluruh hak dan kewajiban UUS BTN beralih kepada BSN yang dalam pelaksanaannya 
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4.5	 Rencana Kelanjutan dan/atau Pengakhiran Jaringan Kantor UUS
Seluruh jaringan kantor UUS termasuk mobil kas keliling UUS BTN sejak Tanggal Efektif 
Pemisahan menjadi jaringan kantor dan mobil kas keliling BSN. 

4.6	 Rencana Kelanjutan dan/atau Pengakhiran Kegiatan Usaha UUS Dengan 
Mempertimbangkan Rencana Bisnis, Termasuk Langkah Penyesuaian dan Target Waktu 
Penyesuaian Kegiatan
Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, seluruh operasi, usaha, kegiatan, dan aktivitas UUS beralih 
secara hukum kepada BSN sebagai pihak yang menerima Pemisahan. Termasuk semua 
izin, fasilitas, lisensi, persetujuan, dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang 
berwenang kepada BTN dalam rangka operasi, usaha, kegiatan, dan aktivitas UUS akan 
dilakukan pendaftaran dan dimohonkan kepada pihak yang berwenang oleh BSN. Seluruh 
operasi, kegiatan, usaha, dan produk yang ada di UUS BTN, termasuk seluruh produk dan 
aktivitas yang saat ini sedang dalam proses pengembangan dan/atau perizinan/pelaporan ke 
OJK, akan dipindahkan ke BSN.

4.7	 Cara Penyelesaian Hak dan Kewajiban BUK Terhadap Pihak Ketiga Terkait Pemisahan
Pengumuman kepada masyarakat dimaksudkan sebagai transparansi, serta untuk memberikan 
kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BTN yang memiliki UUS atas Rancangan 
Pemisahan yang akan dilaksanakan. Salah satu kepentingan yang perlu dilindungi atas 
Pemisahan tersebut adalah kepentingan kreditur. Dalam proses Pemisahan, kreditur memiliki 
hak-hak tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
(a)	 Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BTN dalam jangka waktu paling lambat 

14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Pemisahan kepada 
masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (4) UUPT.

(b)	 Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tersebut kreditur tidak 
mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Pemisahan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 127 ayat (5) UUPT. 

(c)	 Dalam hal keberatan kreditur sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPSLB tidak 
dapat diselesaikan oleh Direksi BTN, keberatan harus disampaikan dalam RUPSLB untuk 
memperoleh penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (6) UUPT.

(d)	 Penyelesaian oleh Direksi maupun RUPSLB dapat berupa penyelesaian keberatan atau 
penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati dengan kreditur, yang dimuat 
dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan hak-hak pihak ketiga dalam perjanjian, akad, kontrak dan pengikatan 
lainnya terkait kegiatan UUS antara BTN dengan pihak ketiga, termasuk penerima pembiayaan, 
berdasarkan prinsip syariah akan beralih kepada BSN secara hukum dan dalam hal dibutuhkan 
berdasarkan perjanjian, akad, kontrak dan pengikatan lainnya tersebut, akan ditegaskan 
melalui penandatanganan akad-akad pengalihan hak dan/atau kewajiban berdasarkan prinsip 
syariah antara BTN, pihak ketiga dan BSN sesuai peraturan perundang-undangan.

4.8	 Cara Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Terhadap Pemisahan
Setiap keberatan oleh para pemegang saham minoritas atas Pemisahan UUS akan diselesaikan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik BTN maupun BSN akan 
berupaya untuk menyelesaikan hak pemegang saham minoritas apabila terjadi penolakan atas 
Pemisahan UUS yang akan dilakukan oleh BTN kepada BSN. Pemegang saham minoritas 
yang tidak setuju dengan Pemisahan UUS tidak dapat menyebabkan berhentinya proses 
Pemisahan UUS. 

4.9	 Cara Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban Terhadap Dewan Pengawas Syariah dan  
Pegawai UUS Terkait Pemisahan
Dengan dilakukannya Pemisahan UUS, BTN berkomitmen untuk menjadikan seluruh pegawai 
yang bekerja pada UUS sebagai pegawai pada BSN yang memenuhi kriteria dan persyaratan, 
sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara 
penyelesaian status, hak dan kewajiban terhadap Dewan Pengawas Syariah di BTN akan 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pemisahan UUS akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban pegawai 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan pegawai 
pada BSN akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya UU Ketenagakerjaan, tanpa mengurangi remunerasi serta manfaat yang selama 
ini diterima dari BTN, selain itu masa kerja pegawai juga tetap dilanjutkan dari sejak bekerja 
dengan BTN. 
Apabila terdapat pegawai UUS yang tidak menyetujui pengalihan hubungan kerja kepada BSN 
sebagaimana dijelaskan di atas ini, maka pegawai tersebut tetap menjadi pegawai BTN untuk 
ditempatkan oleh BTN. Seluruh penyelesaian status, hak dan kewajiban pegawai UUS akan 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.10.  Pelindungan Data Pribadi
Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, seluruh aktiva dan pasiva terkait dengan UUS BTN secara 
hukum beralih kepada BSN, termasuk perjanjian atau kontrak dengan nasabah UUS BTN yang 
telah ditandatangani oleh BTN. Pada Tanggal Efektif Pemisahan, BSN akan menjadi penyedia 
layanan dan menjadi pihak yang berkontrak dengan nasabah UUS BTN. 
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 UU PDP, pada Tanggal Efektif Pemisahan, 
data pribadi yang sebelumnya dikendalikan oleh UUS BTN akan beralih kepada BSN dan BSN 
menjadi pengendali atas data pribadi nasabah tersebut.  

4.11  Proyeksi Laporan Keuangan BUK pasca Pemisahan
Berikut adalah proyeksi laporan keuangan BTN setelah dilakukan Pemisahan. 
Laporan Keuangan BTN (dalam jutaan Rupiah)

No. Pos-pos

 BTN  BTN 
Konvensional  UUS  BTN  BTN 

Konvensional  BUS 

 31 
Desember 

2024 
31 Desember 

2024
31 

Desember 
2024

 31 
Desember 

2025 
 31 Desember 

2025 
 31 

Desember 
2025 

 Aktual  Aktual  Aktual  Proyeksi  Proyeksi  Proyeksi 
  ASET            
1. Kas 2.105.620 1.988.341   117.279 3.117.864 3.015.326   102.538 
2. Penempatan pada Bank 

Indonesia  27.400.962  22.870.810 4.530.152  27.019.672  21.101.352 5.918.319 
3. Penempatan pada bank lain 5.951.808 5.951.607 201 2.230.002 2.229.336 666 
4. Tagihan spot dan derivatif   102.843   102.843  - 959 959  - 
5. Surat berharga  57.339.640  46.902.687  10.436.953  57.378.350  43.328.103  14.050.247 
6. Surat berharga yang dijual 

dengan janji dibeli kembali 3.499.300 3.499.300  - 3.554.927 3.554.927  - 
7. Tagihan surat berharga yg 

dibeli dg janji dijual kembali   175.625   175.625  - 1.121.001 1.121.001  - 
8. Tagihan akseptasi   941.898   941.898  -   391.221   391.221  - 
9. Kredit  314.080.105   314.080.105  -   342.649.779   342.649.779  - 

10. Pembiayaan syariah  43.892.827  -  43.892.827  51.640.696  -  51.640.696 
11. Penyertaan  -  -  -  - 6.946.931  - 
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No. Pos-pos

 BTN  BTN 
Konvensional  UUS  BTN  BTN 

Konvensional  BUS 

 31 
Desember 

2024 
31 Desember 

2024
31 

Desember 
2024

 31 
Desember 

2025 
 31 Desember 

2025 
 31 

Desember 
2025 

 Aktual  Aktual  Aktual  Proyeksi  Proyeksi  Proyeksi 
12. Cadangan kerugian 

penurunan nilai aset 
keuangan -/-  (13.062.532)  (11.733.276)  (1.329.256)  (15.000.944)  (13.362.567)  (1.638.377)

13. Aset tidak berwujud   122.009   122.009  -   204.300   204.300  - 
14. Goodwill - - -   525.582  -  - 
15. Aset tetap dan inventaris 9.176.131 9.135.557  40.574  11.263.202  11.097.874   165.328 
16. Properti terbengkalai 1.410 1.410  - 1.410 1.410  - 
17. Aset yang diambil alih  77.591  77.591  -  77.591  77.591  - 
18. Rekening tunda  -  -  -  -  -  - 
19. Aset antarkantor  - 4.468.823  -  -  -  - 
20. Cadangan kerugian 

penurunan nilai aset 
lainnya -/-  (286.843)  (191.960) (94.883)  (313.644)  (191.960)  (121.684)

21. Penyisihan penghapusan aset 
non produktif -/-   (1.410)   (1.410)  -   (1.410)   (1.410)  - 

22. Sewa pembiayaan  -  -  -  -  -  - 
23. Aset pajak tangguhan 2.286.038 2.283.932 2.106 2.098.777 2.098.777  - 
24. Rupa-rupa aset  15.811.482  15.503.064 2.965.005  18.099.770  16.308.991 1.790.778 
  TOTAL ASET  469.614.502   416.178.955  60.560.957   506.059.105   440.571.941  71.908.513 
  LIABILITAS DAN EKUITAS            

LIABILITAS
1. Giro  159.906.027   141.023.262  18.882.765   179.652.496   156.411.126  23.241.370 
2. Tabungan  39.222.081  37.700.149 1.521.932  52.205.636  43.021.628 9.184.008 
3. Simpanan berjangka  153.321.383   153.321.383  -   163.287.692   163.287.692  - 
4. Dana investasi revenue 

sharing  29.217.509  -  29.217.509  25.794.729  -  25.794.729 
5. Kewajiban kepada Bank 

Indonesia  -  -  -   (0)   (0)  - 
6. Kewajiban kepada bank lain   104.746  73.502  31.244  92.031  60.114  31.917 
7. Kewajiban spot dan derivatif  -  -  - 434 434  - 
8. Kewajiban thd surat berharga 

yg dijual dg janji dibeli 3.409.426 3.409.426  - 1.305.068 1.305.068  - 
9. Kewajiban akseptasi   941.898   941.898  -   391.221   391.221  - 

10. Surat berharga yang 
diterbitkan 5.444.524 5.067.255   377.269 5.235.060 4.784.355   450.705 

11. Pinjaman yang diterima  33.485.084  29.271.635 4.213.449  30.455.692  24.901.285 5.554.407 
12. Setoran jaminan 9.604 9.565   39 9.712 9.669   43 
13. Kewajiban antarkantor  -  - 4.468.823  -  -  - 
14. Kewajiban pajak tangguhan  -  -  -  -  -  - 
15. Penyisihan penghapusan 

transaksi rekening 
administratif  -  -  -  -  -  - 

16. Rupa-rupa kewajiban 5.652.227 7.329.107   979.707 2.818.452 1.681.982 1.178.819 
17. Dana investasi profit sharing  -  -  -  -  -  - 
18. Kepentingan minoritas 

(minority interest)  -  -  -  -  -  - 
19. Pinjaman subordinasi dan 

efek-efek subordinasi 6.328.105 6.328.105  -  11.500.000  11.500.000  - 
  TOTAL LIABILITAS 437.042.613 384.475.287 59.692.737 472.748.223 407.354.575 65.435.997 

EKUITAS
20. Modal disetor 7.017.222 7.017.222  - 7.017.222 7.017.222 6.379.000 
21. Tambahan modal disetor 2.842.821 2.851.799   (8.978) 2.490.386 2.490.386  - 
22. Selisih penilaian kembali 

aset tetap 3.565.773 3.565.773  - 3.565.773 3.565.773  - 
23. Selisih kuasi reorganisasi  -  -  -  -  -  - 
24. Selisih restrukturisasi entitas 

sepengendali  -  -  -  -  -  - 
25. Cadangan 5.461.717 5.461.717  - 5.461.717 5.461.717  - 
26. Laba/rugi  13.684.354  12.807.157   877.197  14.775.784  14.682.268  93.515 
  TOTAL EKUITAS 32.571.889 31.703.668 868.220 33.310.882 33.217.366 6.472.515 
  TOTAL LIABILITAS & 

EKUITAS  469.614.502   416.178.955  60.560.957 506.059.105   440.571.941  71.908.513 

5.  KETERANGAN MENGENAI BUS YANG AKAN 
MENERIMA PEMISAHAN

5.1	 Nama dan Tempat Kedudukan
Nama
Nama BUS adalah “PT Bank Syariah Nasional” (“BSN”). 
BSN didirikan dengan nama “PT Bank Swaguna” sebagaimana diuraikan dalam Akta 
Pendirian BSN (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang kemudian berganti nama menjadi  
“PT Bank Victoria Syariah” (“BVIS”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham  
PT Bank Swaguna No. 5 tanggal 6 Agustus 2009, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., 
Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-12676.
AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-02731.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, lalu berganti nama menjadi 
“PT Bank Syariah Nasional” sebagai perubahan terakhir nama BUS berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BVIS No. 58 tanggal 27 Agustus 2025, dibuat di 
hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) disetujui oleh Menkum 
berdasarkan Keputusan No. AHU-0058198.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 28 Agustus 2025, 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201042.AH.01.11.TAHUN 2025 
tanggal 28 Agustus 2025;  (ii) memperoleh penetapan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/D.03/2025 tanggal 24 September  2025 
tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Victoria Syariah menjadi Izin 
Usaha atas Nama PT Bank Syariah Nasional.   
Pendirian BSN dilakukan dengan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, dibuat di hadapan Bebasa 
Daeng Lalo, Wakil Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia berdasarkan Daftar Penetapan Kehakiman No. J. A. 7/4/2 tanggal 14 Maret 
1964, No. J. A. 7/6/9 dan No. J. A. 7/1/7 tanggal 18 Januari 1966 dan telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia No. 42 (“Akta Pendirian BSN”).
Anggaran dasar BSN yang termuat dalam Akta Pendirian BSN telah mengalami beberapa 
kali perubahan, dimana perubahan terakhir Anggaran Dasar dan Data Perseroan BSN adalah 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BVIS No. 58  tanggal 27 Agustus 
2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah: (i) disetujui 
oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0058198.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal  
28 Agustus 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201042.AH.01.11.
TAHUN 2025 tanggal 28 Agustus 2025; dan (ii) menerima laporan penerimaan pemberitahuan 
dari Menkum melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0231591 tanggal 28 Agustus 2025, serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201042.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal  
28 Agustus 2025. 
Kedudukan
BUS saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat pada Gedung Graha BIP Lantai 
5, Jl.  Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 
Selatan, Indonesia.

5.2	 Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSN terakhir adalah sesuai 
dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BVIS No. 91 tanggal  
5 Juni 2025, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
menerima laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkum melalui Surat No. AHU-
AH.01.09-0295454 tanggal 9 Juni 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0125951.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 9 Juni 2025. Struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham BSN adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal

Kepemilikan 
(%)

Modal Dasar 1.438.000.000 1.438.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1.059.982.683 1.059.982.683.000 99,99837
Balai Harta Peninggalan Jakarta 17.317 17.317.000 0,00163
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100,00000
Total Sisa Saham dalam Portepel 378.000.000 378.000.000.000

5.3	 Susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan 
Pengawas Syariah
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSN terakhir adalah sesuai dengan Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham BVIS No. 60 tanggal 27 Agustus 2025, dibuat di hadapan Ashoya 
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSN 
adalah sebagai berikut: 
Direksi
Direktur Utama	 Alex Sofjan Noor*
Wakil Direktur Utama	 Arga M. Nugraha*	
Direktur Finance, Strategy & Treasury	 Abdul Firman*
Direktur Consumer Banking	 Mochamad Yut Penta*
Direktur Human Capital & Compliance	 Anton Rijanto*	
Direktur Risk Management	 Beki Kanuwa*
Direktur Network & Retail Funding	 Ari Kurniaman* 	
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	 Bahrullah Akbar*	
Komisaris Independen	 Ilham Nurhidayatuloh*
Komisaris Independen	 Lukman Khakim*
Komisaris	 Machhendra Setyo Atmaja*
Komisaris	 Hilman Latief*	
*)  Efektif setelah memperoleh persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK
Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah BSN terakhir adalah sesuai dengan Akta 
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BVIS No. 31 
tanggal 20 Juni 2024, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang 
telah menerima laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat  
No. AHU-AH.01.09-0219333 tanggal 27 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0128291.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024. Susunan anggota 
Dewan Pengawas Syariah BSN adalah sebagai berikut: 
Dewan Pengawas Syariah
Ketua		  Misbahul Ulum
Anggota		  Syarif Hidayatullah

5.4	 Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan BUS Selama 3 (tiga) Tahun 
Buku Terakhir
Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip 
dari Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 untuk periode yang 
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono 
dan Rekan dengan Opini Wajar, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan dengan Registrasi 
Akuntan Publik No. AP.0916, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan 
Publik Heliantono dan Rekan dengan Opini Wajar dengan Pengecualian, yang ditandatangani 
oleh Ade Ikhwan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0916 dan laporan keuangan per 
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat, yang 
ditandatangani oleh Yelly Warsono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0148. Iktisar data 
keuangan tersebut diuraikan di bawah ini.
Laporan Posisi Keuangan BSN (dalam jutaan Rupiah)

No. Pos-pos 31 Desember 
2024

31 Desember 
2023

31 Desember 
2022

  ASET      
1. Kas 838 336 714 
2. Penempatan pada Bank Indonesia  79.811  64.506   147.022 
3. Penempatan pada Bank Lain 1.222 1.827 1.435 
4. Tagihan spot dan derivatif/forward  -  -  - 
5. Surat berharga yang dimiliki 1.779.438 1.719.064 1.268.055 
6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan 

janji dijual kembali (reverse repo)  -  -  - 
7. Tagihan akseptasi  -  -  - 
8. Piutang   323.961   334.831   147.911 
9. Pembiayaan bagi hasil   987.214   777.124   474.842 

10. Pembiayaan sewa   109.562   110.250 200 
11. Penyertaan modal   29   29   29 
12. Aset keuangan lainnya  28.201  19.637  12.378 
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset 

keuangan -/- (10.232) (14.236)   (6.205)
14. Salam  -  -  - 
15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin 

istishna’ -/-  -  -  - 
16. Persedian  -  -  - 
17. Aset tidak berwujud 986 1.401 616 
18. Aset tetap dan inventaris 3.326 6.397 1.643 
19. Aset non produktif  -  -  - 

a. Properti terbengkalai  -  -  - 
b. Agunan yang diambil alih 658  43.436  47.491 
c. Rekening tunda  -  -  - 
d. Aset antarkantor  -  -  - 

20. Aset lainnya 9.457  17.678  14.699 
  TOTAL ASET 3.314.469 3.082.279 2.110.830 
  LIABILITAS DAN EKUITAS      

LIABILITAS
1. Dana simpanan wadiah

a. Giro  25.468  23.569  22.111 
b. Tabungan  -  -  - 

2. Dana investasi non profit sharing
a. Giro  -  -  - 
b. Tabungan 6.166  42.465  22.130 
c. Deposito 1.332.130 1.067.020   767.680 

3. Uang elektronik  -  -  - 
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia  -  -  - 
5. Liabilitas kepada Bank Lain 7.575 8.185 4.500 

No. Pos-pos 31 Desember 
2024

31 Desember 
2023

31 Desember 
2022

6. Liabilitas spot dan derivatif/forward  -  -  - 
7. Surat berharga yang diterbitkan   815.000   820.000   225.000 
8. Liabilitas akseptasi  -  -  - 
9. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima  -  -  - 

10. Setoran Jaminan  -  -  - 
11. Liabilitas antarkantor  -  -  - 
12. Liabilitas lainnya  37.267  49.904 8.477 
13. Dana investasi profit sharing  -  -  - 
14. Kepentingan minoritas (minority interest)  -  -  - 

  TOTAL LIABILITAS 2.223.606 2.011.143 1.049.898 
  EKUITAS      

15. Modal disetor
a. Modal dasar 1.438.000 1.438.000 1.438.000 
b. Modal yang belum disetor -/-  (378.000)  (378.000)  (378.000)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -  -  - 

16. Tambahan modal disetor
a. Agio  -  -  - 
b. Disagio  -  -  - 
c. Modal Sumbangan  -  -  - 
d. Dana setoran modal  -  -  - 
e. Lainnya  -  -  - 

17. Penghasilan Komprehensif lain
a. Keuntungan  -  -  - 
b. Kerugian -/-   (1.840)   (1.359)   (1.787)

18. Cadangan
a. Cadangan umum 9.156 9.156 9.156 
b. Cadangan tujuan  -  -  - 

19. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu 3.338   (6.437) (11.550)
b. Tahun berjalan  20.209 9.775 5.113 
c. Dividen yang dibayarkan -/-  -  -  - 
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

  TOTAL EKUITAS 1.090.863 1.071.136 1.060.932 
  TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 3.314.469 3.082.279 2.110.830 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain BSN (dalam jutaan Rupiah)

No. Pos-pos
31 

Desember  
2024

31 
Desember  

2023

31 
Desember  

2022

  PENDAPATAN DAN BEBAN 
OPERASIONAL      

A. Pendapatan dan Beban Bunga      
1. Pendapatan Penyaluran Dana

a. Pendapatan dari Piutang 32.231 22.599 11.329 
b. Pendapatan Dari Bagi Hasil 68.168 40.926 23.158 
c. Pendapatan Sewa 10.402   4.696 35 
d. Lainnya  111.290 77.023 40.786 

2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana 
Investasi
a. Non Profit Sharing  81.882  60.007  38.939
b. Profit Sharing - - 

3. Pendapatan Setelah Distribusi 
Bagi Hasil  140.210 85.237 36.369 

B. Pendapatan dan Beban 
Operasional Selain Penyaluran 
Dana      

1. Keuntungan/kerugian dari 
peningkatan/penurunan nilai wajar 
aset keuangan - - - 

2. Keuntungan/kerugian dari 
peningkatan/penurunan nilai wajar 
aset liabilitas keuangan - - - 

3. Keuntungan/kerugian dari penjualan 
aset keuangan - - - 

4. Keuntungan/kerugian transaksi spot 
dan forward (realised)   1.104   7.369   1.697 

5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan 
dengan equity method - - - 

6. Keuntungan/kerugian dari penjabaran 
transaksi valuta asing - - - 

7. Pendapatan bank selaku mudharib 
dalam mudharabah muqayyadah - - - 

8. Dividen 15  189 35 
9. Komisi/provisi/fee dan administrasi   2.247   6.175   1.139 

10. Pendapatan lainnya 23.967   2.959 24.341 
11. Beban bonus wadiah -/- 259 270 213
12. Kerugian penurunan nilai aset 

keuangan (impairment) -/-  24.398  16.922 6.954
13. Kerugian terkait risiko operasional -/- - - - 
14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya 

(non keuangan) -/-  29.636 4.000 4.096
15. Beban tenaga kerja -/-  19.252  15.792  16.374
16. Beban promosi -/- 176 172   62
17. Beban lainnya -/-  71.237  48.376  31.039

  Pendapatan (Beban) Operasional 
Lainnya (117.624)  (68.840)  (31.528)

  LABA (RUGI) OPERASIONAL 22.586 16.397   4.841 

  PENDAPATAN (BEBAN) NON 
OPERASIONAL      

1. Keuntungan/kerugian penjualan aset 
tetap dan inventaris 25  387  474 

2. Pendapatan/beban non operasional 
lainnya   3.389 (1.077)   1.574 

  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL   3.414 (690)   2.048 

  LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 
SEBELUM PAJAK 26.000 15.708   6.889 
Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak periode berjalan -/- 5.791 3.816 296
b. Pendapatan /beban pajak 

tangguhan - 2.117 1.480
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 20.209   9.775   5.113 

  PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
LAIN      

1. Pos-Pos yang Tidak Akan 
Direklasifikasi ke Laba Rugi
a. Keuntungan yang berasal dari 

revaluasi aset tetap - - - 
b. Keuntungan/kerugian yang berasal 

dari pengukuran kembali atas 
program pensiun manfaat pasti 70 (313) - 

c. Lainnya - - - 
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke 

Laba Rugi
a. Keuntungan/kerugian yang berasal 

dari penyesuaian akibat penjabaran 
laporan keuangan dalam mata 
uang asing - - - 

b. Keuntungan/kerugian yang berasal 
dari peningkatan nilai wajar (MTM) 
aset keuangan instrumen ekuitas 
yang diukur pada nilai wajar melalui 
penghasilan komprehensif lainnya (552)  742   1.569 

c. Lainnya - - - 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH 
PAJAK (481)  429 1.569 

  TOTAL LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN 19.727 10.204   6.681 
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 
yang dapat diatribusikan kepada:
- Pemilik 20.209   9.775   4.100 
- Kepentingan Non Pengendali - -   1.013 
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH 
TAHUN BERJALAN 20.209   9.775   5.113 
Laba (Rugi) KomprehensifTahun 
Berjalan yang dapat diatribusikan 
kepada:
- Pemilik 19.725 10.202   5.358 
- Kepentingan Non Pengendali   2   2   1.324 
TOTAL LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN 19.727 10.204   6.681 
DIVIDEN - - - 
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam 
satuan rupiah) - - - 

6.  KETERANGAN MENGENAI BUS PASCA PEMISAHAN
6.1	 Nama dan Tempat Kedudukan

Nama
BUS pasca Pemisahan, yakni BSN, memiliki nama sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 5.1 
Rancangan Pemisahan ini.
Kedudukan
BUS pasca Pemisahan, yakni BSN, direncanakan untuk berkedudukan di Jakarta Pusat 
dengan alamat pada Menara BTN Lantai 11, Jl. Gajah Mada No. 1, Kelurahan Petojo Utara, 
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia.

6.2	 Jaringan Kantor
Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, BSN akan melakukan kegiatan usaha melalui seluruh 
jaringan kantor UUS BTN, kegiatan layanan syariah yang sudah berjalan di BTN, dan 1 (satu) 
Kantor Cabang Syariah (“KCS”) BSN, yakni KCS Tomang yang beralamat di Gedung The 
Victoria Lt. 1, Jl. Tomang Raya Kav. 35-37, Jakarta Barat. 
Pada tanggal 31 Agustus 2025, jumlah jaringan kantor UUS adalah sejumlah 1 Kantor Pusat 
UUS, 35 KCS, 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), 589 Kantor Layanan Syariah 
(KLS) dan 7 Mobil Kas Keliling / BTN Move, beserta penambahan jaringan UUS lainnya (bila 
ada) sebelum Tanggal Efektif Pemisahan. 

6.3	 Kegiatan Usaha/Produk/Aktivitas
BSN akan menjalankan usaha di bidang Bank Umum Syariah. BSN akan melaksanakan 
kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang termasuk namun tidak terbatas pada: 
1)	 Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip Syariah;

2)	 Menghimpun dana dalam bentuk investasi berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah 
Investor;

3)	 Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, 
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

4)	 Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Salam, Akad Istishna, 
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

5)	 Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip Syariah;

6)	 Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada 
Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 
bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

7)	 Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip Syariah;

8)	 Melakukan usaha kartu debit dan/atau Kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;
9)	 Melakukan pemberian jasa pelayanan Perbankan berdasarkan prinsip syariah;
10)	 Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang 

diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah;
11)	 Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah 

dan/atau Bank Indonesia;
12)	 Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 

dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
13)	 Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
14)	 Memindahkan dan/atau menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau 

meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi 
maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya;

15)	 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan 
prinsip syariah;

16)	 Melakukan kegiatan penitipan/penyimpanan harta untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan prinsip syariah;

17)	 Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
18)	 Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
19)	 Memberikan fasilitas letter of credit dan/atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
20)	 Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
21)	 Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga jasa 

keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
22)	 Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non-keuangan yang mendukung 

industri perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

23)	 Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

24)	 Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;

25)	 Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

26)	 Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan 
menggunakan sarana elektronik;

27)	 Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan 
prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;

28)	 Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang 
berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar 
modal;

29)	 Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan 
selain lembaga layanan jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada 
nasabah;

30)	 Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip 
syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

31)	 Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana berasal 
dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 
organisasi pengelola zakat;

32)	 Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf/
nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak 
pemberi wakaf/wakif;

33)	 Melakukan kegiatan usaha Bulion berdasarkan prinsip syariah meliputi simpanan emas, 
pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan kegiatan usaha lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

34)	 Melakukan kegiatan lain di bidang perbankan syariah dan/atau di bidang sosial dengan 
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh operasi, kegiatan, usaha, aktivitas, produk yang berada pada UUS BTN sebelum 
Tanggal Efektif Pemisahan, termasuk seluruh produk dan aktivitas UUS BTN yang saat ini 
dalam proses perizinan/pelaporan ke OJK dan Bank Indonesia, akan dilakukan BSN sejak 
Tanggal Efektif Pemisahan. Beberapa operasi, kegiatan, usaha, aktivitas, produk yang berada 
pada BSN sebelum Tanggal Efektif Pemisahan, termasuk produk dan aktivitas BSN yang saat 
ini dalam proses perizinan/pelaporan ke OJK dan Bank Indonesia, akan tetap dilakukan BSN.

6.4	 Daftar Calon Pemegang Saham
BSN akan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan 
Pemisahan dengan pengalihan aktiva dan pasiva UUS BTN kepada BSN. Jumlah peningkatan 
modal ditempatkan dan disetor diperkirakan sebanyak-banyaknya Rp5,319 triliun, sehingga 
pasca pemisahan, modal ditempatkan dan disetor BSN menjadi sebesar Rp6,379 triliun yang 
merupakan bagian dari modal inti dan BSN menjadi Bank dengan kategori KBMI 2. Sehingga 
setelah Tanggal Efektif Pemisahan, berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham BSN:

Keterangan
Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal

Kepemilikan 
(%)

Modal Dasar 6.471.000.000 6.471.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 6.378.982.683 6.378.982.683.000 99,99973
Balai Harta Peninggalan Jakarta 17.317 17.317.000 0,00027
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 6.379.000.000 6.379.000.000.000 100,00000
Total Sisa Saham dalam Portepel 92.000.000 92.000.000.000

	 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSN sebagaimana tabel di atas akan 
disesuaikan kembali dengan nilai wajar dari penilai independen yang dihitung sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

6.5	 Susunan dan Nama Calon Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota 
Dewan Pengawas Syariah
Setelah Tanggal Efektif Pemisahan, tidak direncanakan adanya perubahan susunan anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSN. Oleh karena itu, susunan anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris BSN tetap sama sebagaimana telah dituliskan dalam Bagian  
5.3 Rancangan Pemisahan ini.
Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah setelah Tanggal Efektif Pemisahan direncanakan 
berjumlah 3 (tiga) orang. Sampai dengan terbitnya Ringkasan Rancangan Pemisahan ini, 
nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Syariah masih dalam proses peninjauan secara 
internal, untuk kemudian pemenuhan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut dilaksanakan 
dengan tetap memperhatikan persyaratan otoritas yang berwenang.

6.6	 Data Keuangan Proforma Yang Diperiksa oleh Akuntan Publik yang Terdaftar di OJK
Berikut ini merupakan laporan atas proforma posisi keuangan BUS per 31 Desember 2024 yang 
telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja. Laporan Posisi Keuangan 
Proforma ini disiapkan berdasarkan Laporan Keuangan BSN untuk periode yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2024. Atas pemisahan aset dan liabilitas Unit Usaha Syariah (UUS) yang 
dimiliki BTN kepada BSN, maka proforma Laporan Posisi Keuangan setelah Pemisahan yang 
seolah-olah dilakukan pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Angka disajikan dalam jutaan rupiah

Keterangan
Historis 
setelah 

reklasifikasi 
BSN

Historis 
setelah 

reklasifikasi 
UUS BTN

Penyesuaian 
transaksi 

Debit/(kredit)
Proforma

ASET
Kas 838 117.279 - 118.117
Giro pada Bank Indonesia 79.531 2.720.152 - 2.799.683
Giro pada Bank-bank lain 1.501 201 - 1.702
Cadangan kerugian Penurunan nilai - (2) - (2)

1.501 199 - 1.700
Penempatan pada Bank lain dan Bank 
Indonesia 195.000 1.810.000 - 2.005.000
Investasi pada Surat Berharga – neto 1.583.988 10.436.953 - 12.020.941
Piutang Murabahah
     Pihak Ketiga 323.961 32.564.824 - 32.888.785
     Pihak Berelasi - 3.741 - 3.741

323.961 32.568.565 - 32.892.526
Cadangan kerugian Penurunan nilai (2.689) (770.436) - (773.125)

321.272 31.798.129 - 32.119.401
Piutang Istishna
     Pihak Ketiga - 5.261.679 - 5.261.679
     Pihak Berelasi - 1.341 - 1.341

- 5.263.020 - 5.263.020
Cadangan kerugian Penurunan nilai - (83.430) - (83.430)

- 5.179.590 - 5.179.590
Pembiayaan Musyarakah
     Pihak Ketiga 838.772 5.807.734 - 6.646.506
     Pihak Berelasi 23.135 206.289 - 229.424

861.907 6.014.023 - 6.875.930
Cadangan kerugian Penurunan nilai (5.840) (467.757) - (473.597)

856.067 5.546.266 - 6.402.333
Pembiayaan Mudharabah
     Pihak Ketiga 125.306 16.790 - 142.096
     Pihak Berelasi - - - -

125.306 16.790 - 142.096
Cadangan kerugian Penurunan nilai (1.253) (7.287) - (8.540)

124.053 9.503 - 133.556
Piutang Qard
     Pihak Ketiga - 20.793 - 20.793
     Pihak Berelasi - 111 - 111

- 20.904 - 20.904
Cadangan kerugian Penurunan nilai - (345) - (345)

- 20.559 - 20.559
Pendapatan bagi hasil yang akan 
diterima 28.201 222.415 - 250.616
Aset yang diperoleh untuk ijarah 109.562 9.525 - 119.087
Penyertaan saham – neto 29 - - 29
Aset tetap
     Biaya perolehan 16.063 192.018 - 208.081
     Akumulasi penyusutan (12.737) (151.444) - (164.181)

3.326 40.574 - 43.900
Aset tak berwujud
     Biaya perolehan 8.721 - - 8.721
     Akumulasi amortisasi (7.735) - - (7.735)

986 - - 986
Biaya dibayar dimuka 639 473.905 - 474.544
Aset lain-lain 26.434 2.268.685 27.468 2.322.587
Cadangan kerugian Penurunan nilai (22.400) (94.883) - (117.283)

4.034 2.173.802 27.468 2.205.304
Aset pajak tangguhan - neto 5.441 2.106 - 7.547
TOTAL ASET 3.314.468 60.560.957 27.468 63.902.893
LIABILITAS, DANA SYIRKAH, DAN 
EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas segera 281 745.759 - 746.040
Simpanan wadiah
Simpanan giro wadiah
     Pihak Ketiga 25.434 2.251.335 - 2.276.769
     Pihak Berelasi 34 16.627.618 - 16.627.652

25.468 18.878.953 - 18.904.421
Simpanan tabungan wadiah
     Pihak Ketiga - 1.519.814 - 1.519.814
     Pihak Berelasi - 1.441 - 1.441

- 1.521.255 - 1.521.255
Simpanan dari Bank lain 815.000 4.489 - 819.489
Bagi hasil yang belum dibagikan 2.929 87.581 - 90.510
Liabilitas sewa 3.279 - - 3.279
Pendapatan ditangguhkan 3.034 - - 3.034
Utang pajak 3.713 20.478 - 24.191
Liabilitas lain-lain 20.642 4.594.752 (3.802.762) 812.632
Liabilitas imbalan kerja jangka 
panjang 3.389 - 176.058 179.447
Surat berharga yang di terbitkan - 377.269 - 377.269
Pinjaman yang diterima - 4.213.449 - 4.213.449
TOTAL LIABILITAS 877.735 30.443.985 (3.626.704) 27.695.016
DANA SYIRKAH TEMPORER
Giro mudharabah
     Pihak Ketiga - 939.154 - 939.154
     Pihak Berelasi - 11.985 - 11.985

- 951.139 - 951.139
Tabungan mudharabah
     Pihak Ketiga 6.740 6.183.617 - 6.190.357
     Pihak Berelasi - 125.893 - 125.893

6.740 6.309.510 - 6.316.250
Deposito mudharabah
     Pihak Ketiga 1.308.199 15.130.696 - 16.438.895
     Pihak Berelasi 30.931 6.857.408 - 6.888.339

1.339.130 21.988.104 - 23.327.234
Jumlah Dana Syirkah temporer 1.345.870 29.248.753 - 30.594.623
EKUITAS
Modal saham 1.060.000 - 4.522.391 5.582.391
Rugi yang belum diterima atas 
perubahan nilai wajar  
investasi pada surat berharga yang 
diukur  
pada nilai wajar melalui penghasilan  
komprehensif lain - bersih (1.487) (8.978) 8.978 (1.487)
Saldo laba
     Telah ditentukan penggunaannya 9.156 - - 9.156
     Belum ditentukan penggunaannya 23.194 877.197 (877.197) 23.194
TOTAL EKUITAS 1.090.863 868.219 3.654.172 5.613.254
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH 
TEMPORER, DAN EKUITAS 3.314.468 60.560.957 27.468 63.902.893

Keterangan
Historis 
setelah 

reklasifikasi 
BSN

Historis 
setelah 

reklasifikasi 
UUS BTN

Penyesuaian 
transaksi 

Debit/(kredit)
Proforma

ASET
Kas 838 117.279 - 118.117
Giro pada Bank Indonesia 79.531 2.720.152 - 2.799.683
Giro pada Bank-bank lain 1.501 201 - 1.702
Cadangan kerugian Penurunan nilai - (2) - (2)

1.501 199 - 1.700
Penempatan pada Bank lain dan Bank 
Indonesia 195.000 1.810.000 - 2.005.000
Investasi pada Surat Berharga – neto 1.583.988 10.436.953 - 12.020.941
Piutang Murabahah
     Pihak Ketiga 323.961 32.564.824 - 32.888.785
     Pihak Berelasi - 3.741 - 3.741

323.961 32.568.565 - 32.892.526
Cadangan kerugian Penurunan nilai (2.689) (770.436) - (773.125)

321.272 31.798.129 - 32.119.401
Piutang Istishna
     Pihak Ketiga - 5.261.679 - 5.261.679
     Pihak Berelasi - 1.341 - 1.341

- 5.263.020 - 5.263.020
Cadangan kerugian Penurunan nilai - (83.430) - (83.430)

- 5.179.590 - 5.179.590
Pembiayaan Musyarakah
     Pihak Ketiga 838.772 5.807.734 - 6.646.506
     Pihak Berelasi 23.135 206.289 - 229.424

861.907 6.014.023 - 6.875.930
Cadangan kerugian Penurunan nilai (5.840) (467.757) - (473.597)

856.067 5.546.266 - 6.402.333
Pembiayaan Mudharabah
     Pihak Ketiga 125.306 16.790 - 142.096
     Pihak Berelasi - - - -

125.306 16.790 - 142.096
Cadangan kerugian Penurunan nilai (1.253) (7.287) - (8.540)

124.053 9.503 - 133.556

Keterangan
Historis 
setelah 

reklasifikasi 
BSN

Historis 
setelah 

reklasifikasi 
UUS BTN

Penyesuaian 
transaksi 

Debit/(kredit)
Proforma

Piutang Qard
     Pihak Ketiga - 20.793 - 20.793
     Pihak Berelasi - 111 - 111

- 20.904 - 20.904
Cadangan kerugian Penurunan nilai - (345) - (345)

- 20.559 - 20.559
Pendapatan bagi hasil yang akan 
diterima 28.201 222.415 - 250.616
Aset yang diperoleh untuk ijarah 109.562 9.525 - 119.087
Penyertaan saham – neto 29 - - 29
Aset tetap
     Biaya perolehan 16.063 192.018 - 208.081
     Akumulasi penyusutan (12.737) (151.444) - (164.181)

3.326 40.574 - 43.900
Aset tak berwujud
     Biaya perolehan 8.721 - - 8.721
     Akumulasi amortisasi (7.735) - - (7.735)

986 - - 986
Biaya dibayar dimuka 639 473.905 - 474.544
Aset lain-lain 26.434 2.268.685 27.468 2.322.587
Cadangan kerugian Penurunan nilai (22.400) (94.883) - (117.283)

4.034 2.173.802 27.468 2.205.304
Aset pajak tangguhan - neto 5.441 2.106 - 7.547
TOTAL ASET 3.314.468 60.560.957 27.468 63.902.893
LIABILITAS, DANA SYIRKAH, DAN 
EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas segera 281 745.759 - 746.040
Simpanan wadiah
Simpanan giro wadiah
     Pihak Ketiga 25.434 2.251.335 - 2.276.769
     Pihak Berelasi 34 16.627.618 - 16.627.652

25.468 18.878.953 - 18.904.421
Simpanan tabungan wadiah
     Pihak Ketiga - 1.519.814 - 1.519.814
     Pihak Berelasi - 1.441 - 1.441

- 1.521.255 - 1.521.255
Simpanan dari Bank lain 815.000 4.489 - 819.489
Bagi hasil yang belum dibagikan 2.929 87.581 - 90.510
Liabilitas sewa 3.279 - - 3.279
Pendapatan ditangguhkan 3.034 - - 3.034
Utang pajak 3.713 20.478 - 24.191
Liabilitas lain-lain 20.642 4.594.752 (3.802.762) 812.632
Liabilitas imbalan kerja jangka 
panjang 3.389 - 176.058 179.447
Surat berharga yang di terbitkan - 377.269 - 377.269
Pinjaman yang diterima - 4.213.449 - 4.213.449
TOTAL LIABILITAS 877.735 30.443.985 (3.626.704) 27.695.016
DANA SYIRKAH TEMPORER
Giro mudharabah
     Pihak Ketiga - 939.154 - 939.154
     Pihak Berelasi - 11.985 - 11.985

- 951.139 - 951.139
Tabungan mudharabah
     Pihak Ketiga 6.740 6.183.617 - 6.190.357
     Pihak Berelasi - 125.893 - 125.893

6.740 6.309.510 - 6.316.250
Deposito mudharabah
     Pihak Ketiga 1.308.199 15.130.696 - 16.438.895
     Pihak Berelasi 30.931 6.857.408 - 6.888.339

1.339.130 21.988.104 - 23.327.234
Jumlah Dana Syirkah temporer 1.345.870 29.248.753 - 30.594.623
EKUITAS
Modal saham 1.060.000 - 4.522.391 5.582.391
Rugi yang belum diterima atas 
perubahan nilai wajar  
investasi pada surat berharga yang 
diukur  
pada nilai wajar melalui penghasilan  
komprehensif lain - bersih (1.487) (8.978) 8.978 (1.487)
Saldo laba
     Telah ditentukan penggunaannya 9.156 - - 9.156
     Belum ditentukan penggunaannya 23.194 877.197 (877.197) 23.194
TOTAL EKUITAS 1.090.863 868.219 3.654.172 5.613.254
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH 
TEMPORER, DAN EKUITAS 3.314.468 60.560.957 27.468 63.902.893

	 Catatan :
Informasi keuangan historis BSN diambil dari laporan keuangan BSN yang dipublikasikan 
Manajemen BSN untuk periode 31 Desember 2024 (telah diaudit).
Informasi keuangan historis UUS diambil dari laporan keuangan BTN pada tanggal dan untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Klasifikasi pos-pos laporan keuangan UUS telah 
disesuaikan dengan klasifikasi pos-pos laporan keuangan BSN.
Untuk membukukan penyesuaian atas rencana transaksi Spin-off yang diasumsikan secara 
inbreng sebesar nilai buku bersih UUS.

6.7	 Proyeksi Tingkat Kesehatan Selama 2 (dua) Periode Penilaian Sejak Tanggal Efektif 
Pemisahan
Proyeksi atas tingkat kesehatan BUS dalam 2 (dua) Periode penilaian Semester II – posisi 
Desember 2025 dan Semester I – posisi Juni 2026 dinilai dengan peringkat 2 (dua) atau Sehat, 
mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi 
pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

6.8	 Penjelasan Mengenai Manfaat Serta Risiko Yang Mungkin Timbul Akibat Pemisahan 
Beserta Mitigasi Risiko
Manfaat dari Pemisahan UUS adalah: 
•	 Strategi bisnis syariah menjadi lebih fokus; 
•	 Dapat bersaing dengan BUS lain sehingga dapat merespon tantangan perkembangan 

industri perbankan syariah yang semakin dinamis dan kompleks;
•	 Mendukung pengembangan market share perbankan syariah di Indonesia; 
•	 Bagi BTN bermanfaat yakni memiliki anak usaha yang bergerak fokus pada perbankan 

syariah; dan
•	 Memenuhi ketentuan UUPS.
Risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan UUS serta mitigasi risiko antara lain sebagai 
berikut:

No. Risiko Mitigasi
1. Pengelolaan risiko yang kurang memadai/tidak 

sesuai dengan sasaran bisnis BUS.
Pembentukan dan penguatan unit manajemen 
risiko di BUS pasca pemisahan yang selaras 
dengan pengelolaan manajemen risiko grup BTN 
termasuk perumusan strategi dan limit risiko.

2. Potensi timbulnya gangguan layanan pasca 
pemisahan, termasuk gangguan keamanan 
siber.

a.	 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam 
Pemisahan UUS melalui pendekatan 
phased implementation dan risk-based 
management, termasuk secara berkala 
memonitor keamanan siber.

b.	 Memetakan potensi gangguan layanan dan 
menyusun mitigasinya untuk memastikan 
kelangsungan layanan kepada nasabah 
tetap berjalan optimal pasca Pemisahan 
UUS.

c.	 Melaksanakan asesmen kerentanan 
(vulnerability assessment) dan uji 
penembusan (penetration test) pada 
aplikasi-aplikasi terdampak, serta 
menerapkan pemeriksaan keamanan 
siber secara komprehensif, diikuti dengan 
pemantauan keamanan siber berkelanjutan 
dengan berkolaborasi bersama BTN.

3. Potensi timbulnya isu industrial relation akibat 
pengalihan pegawai ke BUS.

a.	 BTN dibantu konsultan independen telah 
menyusun kajian human capital terkait 
rencana Pemisahan UUS BTN, termasuk di 
dalamnya mekanisme pengalihan pegawai 
ke BUS.

b.	 Melakukan pengumuman Rancangan 
Pemisahan kepada pegawai, sesuai 
dengan timeline.

c.	 Menyusun dan melaksanakan Change 
Management & Communication Strategy, 
termasuk didalamnya terkait tahap dan 
mekanisme sosialisasi kepada pegawai 
UUS.

4. Potensi timbulnya gugatan hukum atas 
pengalihan hak dan kewajiban UUS ke BUS, 
kontrak pihak ketiga, atau kewajiban hukum 
lainnya pasca Pemisahan UUS.

a.	 Melibatkan konsultan hukum dalam proses 
Pemisahan UUS.

b.	 Melakukan komunikasi aktif/pemberitahuan 
kepada nasabah secara berkala melalui 
berbagai saluran komunikasi.

c.	 Melakukan pemberitahuan dan/atau 
meminta persetujuan kepada pihak ketiga 
(jika ada), sesuai dengan substansi 
perjanjian dengan pihak ketiga dimaksud.

5. Potensi tidak tercapainya rencana bisnis (risiko 
strategis) akibat target yang telah ditetapkan 
tidak sesuai dengan RKAP maupun RBB Bank.

a.	 Menyusun kajian bisnis yang komprehensif 
terkait rencana Pemisahan UUS BTN, 
termasuk business plan untuk mendukung 
pencapaian rencana bisnis BUS dengan 
didampingi konsultan independen

b.	 Sinergi perbankan untuk mendukung 
perkembangan bisnis BUS.

c.	 Satuan Kerja yang bertanggung jawab 
terhadap pengelolaan bisnis subsidiary 
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
BUS secara berkala untuk memastikan 
ketercapaian kinerja bisnis BUS.

6. Potensi teguran/denda akibat ketidakpatuhan 
pada peraturan eksternal termasuk prinsip 
syariah yang berlaku.

a.	 Pembentukan unit kepatuhan yang 
independen.

b.	 Penunjukan Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) yang kompeten.

c.	 Melakukan monitoring berkala atas 
kepatuhan BUS.

7. Potensi timbulnya persepsi negatif dari publik 
atau nasabah.

a.	 Meminimalisir timbulnya gangguan layanan 
pasca pemisahan.

b.	 Melakukan monitoring dan tindak lanjut 
atas pemberitaan/isu yang muncul/beredar 
pasca pemisahan.

c.	 Melakukan penerapan strategi komunikasi 
yang efektif dan proaktif (termasuk strategi 
komunikasi krisis).

d.	 Menyediakan jalur komunikasi bagi publik/
nasabah yang ingin mendapatkan informasi 
lebih lanjut terkait pemisahan.

e.	 Pengelolaan media sosial dan publikasi 
resmi secara aktif.

6.9	 Pelaksanaan Sinergi Perbankan
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan Pemisahan UUS adalah agar BSN, sebagai 
BUS pasca Pemisahan, dapat secara mandiri melakukan bisnisnya. Namun demikian, tidak 
dapat dipungkiri bahwa BSN akan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit pada 
tahun-tahun awal beroperasional setelah Pemisahan UUS dilakukan. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 POJK No. 16/2022, BSN dapat memanfaatkan 
infrastruktur dan sumber daya BTN melalui Sinergi Perbankan dalam meningkatkan 
optimalisasi infrastruktur perbankan serta meningkatkan efisiensi operasional. Pengaturan 
mengenai Sinergi Perbankan kini diatur dalam POJK No. 12/2021 dan POJK No. 16/2022 
yang mengatur Sinergi Perbankan sebagai kerja sama antar pemegang saham pengendali 
berupa bank umum konvensional, dalam hal ini BTN, dengan bank umum syariah, dalam hal 
ini BSN, untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya dan memberikan nilai tambah 
dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan 
kerja sama. Selain itu, Sinergi Perbankan juga dapat dilaksanakan mengingat BTN dan BSN 
merupakan perusahaan induk dan perusahaan anak yang tergabung dalam satu Kelompok 
Usaha Bank sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/2020. 
Pasal 133 ayat (1) POJK No. 16/2022 mengatur bahwa Sinergi Perbankan mencakup 
antara lain: (i) pemanfaatan infrastruktur yaitu jaringan kantor, terminal perbankan elektronik, 
pengarsipan dan sebagainya; (ii) pemanfaatan teknologi yaitu pusat data, pusat pemulihan 
bencana, keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya; (iii) layanan 
perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah; (iv) dukungan terkait sumber daya 
manusia, atau (v) kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu, keluasan dan kedalaman sinergi dapat disesuaikan oleh 
masing-masing bank dengan tetap menentukan batasan-batasan yang jelas dan penerapan 
manajemen risiko yang baik. 
Pada Tanggal Efektif Pemisahan, BSN dan BTN akan melakukan kerja sama sinergi perbankan 
pada seluruh aspek kecuali pada aspek yang dilarang oleh peraturan perundangan yang 
berlaku. Kerja sama antara BSN dan BTN akan dituangkan di dalam suatu perjanjian kerja 
sama. 

7.  INFORMASI TAMBAHAN
Apabila para pemegang saham  dan/atau pihak ketiga memerlukan informasi tambahan terkait 
dengan Pemisahan, mohon hubungi: 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telp. (021) 633-2666, 633-6789 

E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

PT Bank Syariah Nasional
Gedung Graha BIP Lantai 5

Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5600467, (021) 5225285 (Hunting)
Fax. (021) 5664247

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini, sebagaimana disebutkan di dalam dokumen ini, dibuat untuk 
mematuhi  peraturan perundang-undangan yang berlaku.


